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BUPATT BULELENO 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATT BULELENG 
NOMOR 4I, TAHUN 2022 

TENTANO 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULELENO, 

a. bahwa dalam nangla mengoptimallan pengelolaan Pajak 

Hotel, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu 

diatur Tata Car Perungutan Pajak Hotel; 
b. bahwa Persturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Pajak Hotel sudah tidak sesuai dengan perkem bangan 
hukum dan k daan saat ini, sehingga perlu ditinjau; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetaplan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perungutan Pajak 
Hotel; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Per.bentulan De rah-daerah Tingkat LI Dalam Wilayah 

Daerah-dad mah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggana Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
3. Undang-Undang Noror 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentuloan Peraturan Perundang-undangan 
(Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tabahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 5234) sebagaimane telah diubah 

Menim bang 



' dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentan8 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2011 

tentang Per.be tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lernba.ran Ne ra Republik Indonesia Tahun 2019 
HG ' Nomor 183, Trbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Noror 6398); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

tela.h diubah beberapa lali, terakhir dengan Undang 

Undang No or 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pererintahan 
Daerah (Le nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Noror 4, 'Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N or 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

6757); 
6. Peraturan Pererintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No or 5950); 

7. Peraturan Mente ni Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembe tukan Produk Hulum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Nege ni Nc or 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 'Tahun 
2015 tentang Pe bentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noror 
157; 

8. Peraturan De mah Noror 8 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hotel [L bx Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
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Buleleng Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK HOTEL. 

BAB I 

KETEN'TUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adala.h Kabupaten Buleleng. 
2. Pemerintah Da rah adalah Pererintah Kabupaten Buleleng. 
3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 
4. Petugas Pajak adalah pejabat/pegawai yang diberi tugas 

untuk melaksanakan tugas perpajakan. 
5. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang 

merupalcan k tuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidal melakcukcan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, pers toan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha MilHk Nga.ma (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongui, koperasi, dana penasiun, perseckutuan, 
perkumpulan, ya,y an, organisasi masea, organisasi sosial 
politik, atau onganis uai lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrake Investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

6. Benda.hara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 

menerima, menyi pan, menyetorkan, menatausahakcan, 
dan memp tanggungiawabkan uang pendapatan Daerah 
dalam rangka pelakaanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah pada Setuan Kerja Perangkat Daerah. 

7 Badan Pe gelolaan Keuangan dan Pendapatan Daera.h yang 
selanjutnya din~ngkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabu paten Buleleng. 

8. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak 
atas pelayanan yang di diakan oleh hotel. 



jasa 

lainnya 

penyedia fa silitas adalah 
.. terkait penginapan/ peristira.hatan termasuk jasa 

dengan dipungut bayaran, yang mcncakup juga motcl, 

9. Hotel 

losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 
rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan 
jumlah kamar iebih dari 10 (sepuluh). 

10. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya 
sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 
tanggungannya. 

11. Perungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objelk dan subjek Pajak, penentuan 
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
Pajak kepada Wafib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

12. Wajib Pajak edelah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayaran Pajak, potong Pajak, dan pemungut Pajak, yang 
mempunyai hakc dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundag-undangan 

13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan pada Wajib 
Pajak untuk sarana dalarm administrasi perpajakan sebagai 
tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam 
memenu.hi hak dan lewajibannya. 

14. Surat Taglhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD Adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda 

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran Pajak, objekc Pajak dan/atau bukan objele 
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

16. Surat Set¢ a Pajak Daerah yang selanjutrya disingkat 
S8PD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang 
telah dilakculean dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakcukan de ga cara lain ke kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupatl 
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penghas~lan dan biays, serta jumlah harga perolehan dan 

Keputusen Kebertan. 
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meliputi harta, kewajiban, modal, 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

keuangan yang 

24. Pembukuan adalah uatu proses pencatatan yang dilakukan 
scare te utur u uk mengumpullan data dan informasi 

22. Surat Keputu Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terh dap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, BKPDLB, atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak 

atas banding tu thadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

21. Surat Keputu4 Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetullan lee lahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
LL%LL Lt t Kelehrn ow penerapan ttntuan tertentu dalam 

Peraturan Pen dung-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 

dan tidal ada e dit Pajak. 

yang selanjutnya di singlat SKPDKBT adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumla.h 

Pajak yang telah ditetapan. 
19. Surat Ke tap un Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkt SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan ju lah kelebihan pembayaran Pajak karena 

jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang 
terutang atau ±h uanya tidak terutang. 

20. Surat Ketetap Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adala.h surat ketetapan Pajak yang 
menentulean ju lah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang 

kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, 

besarnya administratif, dan jumlah Pajak yang masih 

harus dibayar. 
18. Surat Ket+tar 

S It..i · ., P9Jak Daerah Ku.rang Bayar yang 17. urat 
selanjutnya disinglaat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak 

yang menentula bee urnya jumlah pokok Pajak, jumlah 

.. • , 
• 
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penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun lpe keuangan berupa neraca dan laporan 
laba rugi untuke periode Tahun Pajak tersebut. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu: 

a. tata cara pendaftaran dan pendataan; 
b. bentuk, isi, tata cara pengisian, penerbitan, dan 

penyampalan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN; 

c. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 

angsuran dan penundaan pembayaran; 
d. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketctapan 

yang tidal benar dan pengurangan atau penghapusan 

sankai administratif; dan 

e. tata cara penge balian kelebihan pembayaran. 

BAB III 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Pasal 3 
(I) Setiap orang/Badan hukum yang menyelenggarakan usaha 

Hotel harus mendaftar ke BPKPD. 
(2) Pendaftaran sebegaimana dimaksud pada ayat (1] ditujukan 

kepada Bupati melalui Kepala BPKPD berdasarkan contoh 
format pendaftaran eebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupeakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupeti ini, 

(3) Pendaftaran ebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilampiri 
dengan: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP] bagi Warga Negara 

Indonesia atau fotokopi paspor bagi Warga Negara Asing 
bagi Wajib Pajak Pribadi atau fotokopi identitas wakil 

perusahaan bagi Wajib Pajak Badan; 
b. fotokopi Aleta Pendirian Usaha bagi Wajib Pajak Badan; 

c. surat iin uaha; 
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d. surat pernyataan membuat izin usaha bermaterai cukup, 
dalam hal belum mer~lili izin usaha; 

e. surat kuaea dan fotokopi identitas kuasa dan fotokopi 

identitas pengelola dalam hal orang pribadi atau Dadan 

tidak mengurus secara langsung pendaftaran Wajib 

Pajak; dan 
f. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 

berkenaan atas Objek Pajak yang didaftarkan. 

(4) Apabile pe gisian formulir pendaftaran dianggap sudah 
benar dan lenglap, Kepala BPKPD menctapkn NPWPD 

ditandatangani oleh Kepala BPKPD atas nama Bupati. 

(5) Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak ke 

dalar Buku Regis nr Pendaftaran. 

(6) Format NPWPD sebagaimana diraksud pada ayat (4) 

sebagaimana terc tum dalar Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

(I) Dalam hal one g pribadi atau Badan tidak melaksanakan 
kewajiban eebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka 
orang pribadi atau Badan tersebut ditetapkan secara 

jabatan oleh Kepala BPKPD menjadi Wajib Pajak, sesuai 
dengan data dan k terangan yang dimiliki oleh BPKPD. 

(2) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dilakukan de gan menerbitkan NPWPD. 

(3) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan 
NPWPD-nya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, paling lama 5 (lima) tahun 
sebelurm dite bitk anya NPWPD. 

(4) Terhadap ke ajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan 
SKPDK b ta sanksi administratif sesuai ketentuan 
erat.ran Perun.dang-undangan. 

' 
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(1) Objek Pajak yaitu pelayanan yang disediakan oleh Hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagal 

elengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kerudahan 

dan kenyan a, termasu.k fa.silitas olahraga dan hiburan. 

(2) Hotel ebegaimna dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penyedia jass penginapan/peristirahatan termasuk jasa 
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, antara lain: 

b. motel; 

c. losren • 
d. gubug pariwiata; 
e. wisa pari 
f. pesaggmthan; 
g. rumah penginapan dan sejenisnya; 

h. villa; 

j. bungalow; 

k. pondok is tta 
L kondc iriuam yang difungsikan sebagai hotel; 
m. apartemen yang difungsikan sebagai hotel; 
n. rumah los dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) 

kamar; 
o. camping gn ud atau bumi perkemahan yang 

menyediakan tenda dan fas~litas minimal tempat tidur; 
p. karavan; 
q. bangunan rur th/karar diatas pohon (rumah pohon); 

dan 

r. bangunan/ruangan lain yang menyediakan fas~litas dan 

layanan 4 p rti hotel 
(3) Rurah p gir up n scbagaimana dimaksud pada ayat (2] 

hurufgte uk hor estag, Guest House dan sejenisnya. 
(4) Jasa penunj g b gaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 

fasilitas telepan, faksimile, teleks, internet, fotokopi, 

pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis 
lainnya yang di dialcan atau dikelola hotel. 

I 
I 
I 
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Pasal 6 
(1) Dasar penge vaan Pajak merupakan jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel, meliputi 
jumlah pembayaran setelah potongan harga, korisi/ fee dan 

jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap. 
[2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pembayaran oleh konsumen atas pelayanan 
Hotel. 

(3) Jumlah perbayaran yang seharusnya diterima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) meliputi juga service charge yang 
dibayarkan oleh leonsuren 

(4) Jumlah parbayaran yang diterima atau seharusnya 
diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (I) termasuk 
pembayaran dari instansi Pemerintah baik Pererintah 
Pusat, Pererintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah 
yang men~kmati pelayanan dari Hotel. 

Pasal 7 

(l) Dalam hal Waib Pajak merupakan penyedia barang/jasa 
dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Das rah, maka besarnya Pajak terutang dihitung 
oleh Kepala BBKPD/instansi terkait berdasarkan nilai 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Perhitungan Pajak terutang sebagaimana diraksud pada 
ayat (1) dituanglean dalam dokumen kontrakc sebagai dasar 
pembayaran Pajak terutang 

Pasal 8 

Cara perhitungan Pajak terutang yaitu jumlah perbayaran 
atas pelayanan Hotel yang dinikmati sebagaimana diraksud 
dalam Pasal 7 dilaali tarif Pajak sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan 

Pasal 9 
(I) Saat terutangnya Pajak yaitu sejak saat dilakukan 

pembayaran etau seat scharusnya dibayarkan kepada Hotel. 
(2) Dalam hal Wajib Pajak merupakan penyedia barang/jasa 

atas kegiatan yang dilakcsanakan oleh instansi Pererintah 
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atau Pemerintah Daerah, maka saat terutangnya Pajak 
dihitung sejak saat diterimanya pembayaran dari instansi 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan 
atau saat seharusnya dibayarkan kcpada Hotel. 

Pasal 10 
(I) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan, Kepala 

BPKPD dapat melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang 
Wajib Pajak tidal memilili tunggakan Pajak. 

(2) Penghapusen NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakkan dalam hal: 

a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanya yang 
menjadi das pendaftaran Wajib Pajak; 

b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau 
penggabungan usaha; dan 

c. berdearlaun heal penelitian atau pemeriksaan oleh 
Kepala BPPD, menunjukkan Wajib Pajak secara 
subjektif maupun objektif sudah tidak memeuhH 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Wajib 
Pajak 

(3) Dalam hal Wajib Pajak eebagaimana dimaksud pada ayat (1 
masih me ~lili tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak harus 
melunasi tunggala n Pajakcnya. 

(4) Permohonan pe ghapusan NPWPD diajukan secara tertulis 
kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha, 
dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta buketi 
tidak me ~lili tunggakan dan Surat Keterangan dari 
Perbelel/Lura.h bahwa Wajib Pajak sudah tidak beroperasi 
lagi 

(5) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD harus 
melakukan pen litian administrasi atau penelitian la pangan 
yang dituangk n dalam Berita Acara Penelitian. 

(6) Dalam hal be dasarlean hasil penelitian menunjukkan Wajib 
Pajak telah menghentikan usahanya dan tidak memiliki 
tunggakan Pajak, maka BPKPD renerbitkan Sure 
Keputusan Pe aghapusen NP'WPD yang ditandatangani oleh 
Kepala BPKPD paling lambat I (satu) bulan sejak surat 
permohonan ditz ir a 
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BAB IV 

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN, DAN 

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT 

KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN 

PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN DAN SURAT 

KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 

Pasal 11 
(l) Kepala BPKPD atas nama Bupati menerbitkan 8PTPD. 
(2) Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang 
dengan menggunakan SPTPD. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat om t dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa 
Pajak. 

(4) SPTPD bagair ana diraksud pada ayat (l) harus diisi 
dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak atau Ku uya. 

(5 SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disarnpaikan lepada Bupati melalui Kepala BPKPD 
selambat-larbatnya 15 (lira belas] hari setelah berakchirnya 
masa Pajak. 

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari 
libur, batas wakctu penyampaian 8PTPD jatuh pada hart 
kerja berikutnya. 

(7) Dalam hal Wjib Pajak Badan, maka SPTPD harus 
ditandatanger i oleh direksi atau pengurus. 

(8) Dalam hal Wa,jib Pajak perorangan, maka SPTPD harus 
ditandatangani oleh permilik atau pengelola 

(9) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD «ebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(I) SPTPD diam A • 

Pasal 12 
n oleh Wajib Pajak dengan melampirkaun 

data atau dokumen yang merupakan bukti transaksi usaha 
Wajib Pajak, anti ra lain berupa laporan keuangan atau 
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bukti pendulkung lainnya seperti laporan penjualan/nota 

penjualan/larcis/ tiket/harga tanda masuk 

(2) Kewajiban mels rpirkan data atau dolumen sebagaimana 
dimaksud pade ayat (l) dapat ditiadakan dalam hal Wajib 

Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem 
informasi manaje nen pelaporan data transaksi usaha Wajib 

Pajak secans online. 
(3) Dalam ha! Wajib Pajak sebagaimana diraksud pada ayat (2) 

tidak melaknanakan pelaporan data transaksi usaha secara 
online sesuai let ntuan Peraturan Perundang-undangan 
atau peranglat tidak berfungsi, makn ketentuan ayat [) 

tidak berlakcu. 

Pasal 13 

(1 SPTPD dianggap tidak disampeikan apab~la tidak memenuhi 
persyaratan begaimana dimaksud dalam Pasal II dan 

Pasal 12. 
(2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dengan bata waktu 3 

(tiga) bulan berturut-turut maka Kepala BPKPD 
menerbitlan surat teguran yang ditandatangant oleh Kepala 

BPKPD. 
(3) Apab~la SPTPD oebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dapat dinamp dk an yang diakibatlaan oleh keadaaan 
mermakcsa majeure] atau kejadian 

pencurian/ hilangan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan 
penangguban betas waktu penyampaian SPTPD dengan 
melampirkan su ut keterangan dari Wajib Pajak yang 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 14 

Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha sementara 
atau libur usaha sementara harus menyampeikan SPTPD nihil. 

Pasal 15 
(1) Wajib Pajak merabayar Pajak terutang berdasarkan 9PTD 

dan dicatat dalan Kartu Deta olch Petugas Pajak. 

(2) Berdasarlcan Kartu Data dan Hail Perneriksaan atau 
keterangan lain, Petugas Pajak membuat Nota Perhitungan 



• • 
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dengan cara nghitung jumlah Pajak terutang dan jumlah 
kredit Pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data. 

(3) Dalam jangla waktu 5. [lima] tahun sesudah saat 

terutangnya Pajak, Kepala BPKPD atas nama Bupati dapat 

menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 

I. jika berdu urkan hasil pemeriksaan atau keterangan 

lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; 
2. jilea SPTD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 

jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara 
tertulis tidak disampaflan pada waktunya 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan 

3. jika kew ajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak 

yang terutang dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jilas diterukan data baru dan/atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang; dan 

c. SKPDN jilea ditemukan Pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit Pajak. 

(4) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diserahkan kepada Wajib Pajak oleh Petugas 

Pajak. 
(5) Jumlah Pajakc terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a angka 3, ditentukan secara jabatan melalui 

Pereriksaan Pajak; 
(6) Jurlah Pajak terutang yang ditentukan secara jabatan 

sebagaimana dir ksud pada ayat (5] dihitung dengan cara : 

a. perhitungan makcsimal 100% (seratus persen) dari 
potensi; 

b. perolehan data dari Pihak Ketiga yang sah; dan 
c. pengamatan di lapangan 

(7) Bentuk dan ii SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN 

sebagaimana tu cantum dalam Lampiran IV yang 
merupaan baginn tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 



' 

Pasal 16 
(I) Kepala BPKPD atas name Dupati dapat menerbitkan STPD 

jikae: 
a. Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayr; 
b. dari haail penelitian gprpp terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung; 
a tau 

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda 

(2) Jumlah kekcurangan Pajak yang terutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) setiap bulan dihitung di Pajak yang kurang 
atau terlambat dibayar untuk paling lama I5 (lima belas) 
hari untuk bulan berikutnya scjak saat terutangnya Pajak. 

(3) Bentuk dan ii 8TPD sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
, Peraturan Bupati ini. 

BAB V 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 17 
(I) Pajak Terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak. 
(2) Perbayaran Pajak dilakcukan pada Kas Daerah dan/atau 

Bendahara Penerimaan, dan tempat lain yang ditunjuk 
Bupati. 

Pasal 18 

Apab~la pembayaran Pajak dilakcukan di Bendahara Penerimaan, 
hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Darah paling 
larbat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jarm. 

1 
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• Pa.sal 19 
(1) Pajak Terutang dapat diangsur dan/atau tertunda dalam hal 

Wajib Pajak mengalami kerugian atau karena keadaan 
memaksa (force majere), seperti terjadinya bencana alam, 
pandemi dan sj isnya. 

(2) AngSuran den/atau penundaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l] dilakukan dengan mengajukan permohonan 
secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kcpada Bupati 
melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan: 
a. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau identitas 

lainnya; 
b. NPWPD; dan 

o. laporan kcusngan perusahaan 

(3) Surat permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diteliti untuk djjadikan bahan dalam persetujuan perjanjian 
angouran dan/atau surat persetujuan penundaan 
pembayaran oleh Kepala BPKPD, 

(4) Berdasarkan has~l penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Kep la BPKPD dapat menyetujui atau menolake 
permohonan angeuran dan/atau penundaan pembayaran 
Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen) 
perbulannya. 

(5) Jangka waktu angsuran yang disetujui sebagaimane 
dimaksud pada ayat (4) maksimal 24 (dua puluh empat) 
bulan. 

Pasal 20 
(I) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan 

SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak. 
(2) Bentuk dan isi 88PD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati 
ini. 

1 



BAB VI 

PEMBETULAN, PENOURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN 

YAN TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 21 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati 

melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan 
atau pembatalan ketetapan Pajak, 

2) Pengurangan at.au pembatalan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dalam hal: 

a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

b. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak 

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 
tata cara yang ditentukan; dan 

d. mengurangkan ketetapan Pajak Terutang berdasarkan 
pertimbangan kerampuan membayar Wajib Pajak atau 
kondisi tertentu Objek Pajak, 

(3) Perrohonan vebagaimana diraksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. I (satu) permohonan untuk pengurangan atau 
pembetala ebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
dimohonkan; • 

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia: 
' 

c. mencantumkan jumlah Pajak yang sharusnya terutang 
menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan 
alasan yang me ndukung permohonannya; dan 

d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan 
Wajib Pajak, surat permohonan harus d~lampiri dengan 
Surat kKuse kKhusus. 

(4) Permohonan 
sebagaimana diraksud 

tidak memenuhi 

pada ayat (3), 
persyaratan 

tidak dapat 

' 
dipertimbergkan. 



dipertimbang) 

sebagaimana dir kcsud pada ayat (3), tidak dapat 

c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak Yang Terutang; dan 

I 
I 

persyaratan tidak memenu.hi 

ya permohonan 

yang 

he an ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan 

dengan Surat Kuasa Khusus. 

d. surat P 

tanggal diteri 

merupalaan bagi 

Pasal 22 sebagainmana tercantum dalam Lampiran VII yang 

tidal terpisahlcan dari Peraturan Bupati 

(4] Apabila dala jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah dan Kepala BPKPD tidak memberi suatu 

% 

ini. 

(2) Permohonan scb uimana dimaksud pada ayat (l) hanya 
dapat diajuke oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
Ta.hun. 

(3) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan 
atas perr ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] 
dalam jangk waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

Pasal 23 
(1) I\ur11whooen rh■ imana ilfm•.,_ud ,hit.am Pa.811.I :ll dan 

a 44 

dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bulean 
Wajib Pajak, Surat Permohonan tersebut harus dilampiri 

Bahasa Indone ia dengan memberikan alasan yang 
mendukung penmohonannya; 

a. 1 (sat) pe mohonan untuk STPD, SKPDKB, 
SKPDKT, atau SKPDLB yang dimohonkan; 

b. permohonan harus diajulean secara tertulis dalan 

memenuhi p sys utan sebagai berikut: 

(4) Penrohonan 

Pasal 22 
(I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati 

melalui Kepla BPKPD untuk mendapatkan pengurangan 
atau penghapusen sanksi administratif. 

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
sebagaimane dir akcud pada ayat (l), dalam hal sanksi 
tersebut di akan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena lesalahannya. 

(3) Permohonan bagaimana dimaksud pada ayat (l) harus 
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keputusan, I honan dianggap dikabulkan dan Kepala 
moor , terbitka Lpusq sesuai enga lfLRL a fa 

permohonan yang diajukcan. 

Pasal 24 

(I) Keputut ebagainana dimakesud dalarm Pasal 22 ayat (3) 

dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau 
menolak p ohonan Wajib Pajak. 

(2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati 
melalui Kepale BPKPD mengenai alasan yang menjadi dasar 
untuk lak atau mengabulkan sebagian permohonan 

Wajib Pajak ebegaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala BPPD ta nama Bupati memberikan keterangan 
eecara tertli at«s permintaan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaloud pads ayat (). 

BAB VII 
TATA CARA PENOEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Psal 25 
Atas kelebiban pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 
menga/ uan p ho un pengembalian kepada Kepala BPKPD. 

Pasal 26 
Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25, terjadi dal ha: 
a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya 

terutang; 
b. dilakukan p 1bayaran Pajak yang tidak seharusnya 

terutang; 
c. diterbitkannya: 

1. Surat Keputuan Keberatan, dan Putusan Banding; 

2. Surat Keputu 

3. Surat Keput 
Surat eputu Penghapusan Sanksi Administratif; 

4. Surat eputan Pengurangan SKPDKB, SkKPDKBT, atau 

mbetulan° • 
Pengurangan Sanksi Administratif atau 

STPD; 
yang menyebabl terjadinya kelebihan pembayaran Pajak. 

1 



b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak; 

Pa.sal 27 
Permohonan penge 1balian kelebihan pembayaran Pajak, 

sebagairmana dir aleeud dalarm Pesa] 25 diajukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dis rtai dengan alasan yang mendukung 
nermohonan 44.... 

c. tidak merilili tunggnkan Pajak; 
d. melarpirkan dolumen yang menjadi dasar pembayaran 

Pajak yang lebih bayar; 
e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun 

terhitung aejal t aggal pembayaran Pajak; dan 
f. dalarm hal pe ohonan disampaikan melalui pos, jangka 

waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan 
tang@gal pada stempel pos tercatat. 

I 
I 

mala permohonan dianggap dikabulkan t (dua belas) bulan 

Pasal 28 

(1) Atas permohonan pengembalian kelebiban Pajak 
sebagaimena diraksud dalam Pasal 27, Bidang yang 
menangani verifiasi melakukan penelitian yang hasilnya 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian. 

(2) Berdasarkan haail penelitian terhadap permohonan 
penge mbalian bagaimana dimaksud pada ayat (l), dalam 
jangka wktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

diterimanya aurat permohonan, Kepala BPKPD menerbitkan: 
a. SKPDLB apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata 

lebih bet ur dari jumlah Pajak terutang; 
b. SKPDN apabila jumlah Pajak yang dibayer sama dengan 

jumlah Pajak terutang; dan 

c. SKPDKB apablla jumlah Pajak yang dibayar ternyata 
kurang dari jumlah Pajak terutang. 

(3) Dalam hal p honan pengembalian kelebihan Pajak 

sebagaimana di laud pada ayat (I) ditolak, maka Kepala 
BPKPD me y plan surat jawaban penolakan kepada 
Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal jawaban tidal diberikan dalam jangka waktu 12 
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dan SKPDLB dit tbitkan paling lama l (satu) bulan setelah 

jangka waktu te but berakhir. 
(5) Pengembalian k slebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 

SKPDLB. 
(6) Jika penge mbalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan 

setela.h mela paui waktu 2 (dua) bulan sebagairmana 
dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak diberikan imbalan 
bunga sebe Lr 22% (dua persen)] sebulan atas keterlamba tan 
kelebihan pembayaran. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang Pajak lainnya, maka 
kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan 

untuk melunasi utang Pajak yang bersangkutan. 

Pasal 29 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak yang 

disctorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada 
rekening pendapatan yang bersangkcutan. 

(2) Pengembalien lelebihan pembayaran atas Pajak yang 
disetorkan pada tahun anggaran sebelumnya, dibebankan 
kepada rekening Belanja Tidak Terduga. 

(3) Pembebanan rel ng ecbagaimane dimaksud pade ayat (1) 

dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan Perntu un Perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perungutan 

Pajak Hotel (Berita Dau rah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 
Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

I 
I 
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a. Wajib Pajak Pribadi 

J Ji Ub 

(aabjeolebh di 
we dde) 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATT BULELENG 
NOMOR 41 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL 

+.-l 
' 
a 

I_J 

.L 

at:i 
! tat:i 
fat: 

Tut:' 
+ Tat:; 

' 

I 
I 



• 
' 

I 
I 

I 
I 
I 

' ' ' 

! ' 

' TT 
' . ' 

' ' ' 

' 

+ 

! 

TM:; 
' net! T 
per:+ 

Tat; 
i fat:. 

' ' 

' ' 

' 
' ' 

' 

r 

' 

I 

' 

' ' . 
' r 

' 
' . 71 

' ' ' ' ' . ' ' 
' ' I ' 
I ' ' 
' . ' ' 

' ' ' 
' ' ' 

' f ' 
' ' ' ' ' ! ! 

' ' ' 

GUS SURADNYANA � 

' 
' 

• 

' : 
: 

' 

' 

' 

: 

ATIWULELENG, 

hh% 
hr 
heh.eye 

' 

'. 
' ' 

' 
' 

' : 
i 

+ 

±' 
' ' 
· ' ' ' 

! ' 

' ' 

' I 

' ' ' 

' ' 

' 

' 

' 
' ' ' 
' 

' I 

I : I 

; Ia' 
t ; 

: 
' 
' 

d .A 
' t . ' ' ' 

Mc Brr_St 
#.194101+ 1 

I 

' 7 

' ' ' 

+ % 

' 
4. .«er,a fee Do.de Le 

Nale ! I st' 
'., Wai +. h 

Ki$! st 
N Tep tutu l t 

# 
e.$..a 

b. Wajib Pajak Badan • 

• 

- - 



' 
' 

Contoh Nomor Polok Wajib Pajak Dae rah 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BULELENG 
NOMOR41 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL 

• 

Betak g 

Salin. Si Onega Asliny 
ep Sa 4lun 

$.M 
: 110714 200803 1 01 
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US 
SURADNYANA� 

- 



No SPTPD 

....%C 

I. Harp diisi dalam taglp2(daa) ditali4dee bruf eetal dilet.il dilapirla data pendulong 
tralsi, dai tanggal dan bula esusi de1gan Mase Pajak 

• Agr diisi denga data yang jel, bee, do lenglp, ditadatgi selajutnya disacnpail 
kembali kpad beda Pegelolaaa Ke &an dan Re dapatan Deersh Kabupaten Bulele ng 
ellanba-larbatnya IS (lira bela) bed seelh berakhirya mas Pajak. 

h. Apabila p gisian dan pony p tidal dip ma.hi mal pe tpan Pajak dihitung secar 
jabata dan diker.al sali dr it tif bend.a alo pertur perundaag- dang.an Pajak 
Deen.h 

PERHATUAN; 

E 
F 
0. 

SinpnJa ..........•............. Tahun ...•........ 

PEMILIK/ PEN GELOLA 

NPWPD , 
JENIS USAHA 
NAMA PEMILIK/ PENGELOLA , 
ALAMAT USAHA ' 
TELEPON USAHA 
PELAKSANAAN PEMUKUAN [MANUAL. 

A 

FEMERINT AHA KAUP ATEN BULELENG 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

PENDAPATAN DAERAH 
l res! n161~ SPTPD 

(SURAT PEMBRTTAMUAN PAJAK DAERAI9) 
PAJAK HIBURAN 

Kepada Yth 
Kepala Bad.a Pengelola Keuangu 
daa Pendapataa Daerl 
Kabapaten baleleng 
di- 
Singwaj 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATT BULELENO 
NOMOR 41 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL 

Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Dae rah 

• 

• 
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NO 

PERINCAN PENUALAN BARANG/ JASA 
(DASAR PENGENAAN PAJAK) •~ • • · ----TABnv _ tu ti 

PENJUALAN BARANO/ 

, 

JUMLAH 

Dilsi oleh petug Dii oleh petg. p ghitang 

DrTERIMA TANOGAL : 
NAMA PETUGAS : 
TANDA TANGAN : 

MENGET AHUI 
SETELAH DIPERIKSA OLEH 

KEPALA BIDANO PENDATAAN DAN ELAYANAN KASUBID PENDATAAN 

NIP 

NG, 

sURDwN] 
aloe u Orgy Any.a 

po 8.. ii. 

• 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATT BULELENG 
NOMOR 41 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK 
HOTEL 

a. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

PEERINTAHAN KABUP ATEN BULELENG 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
PENDAATAN DAERAH 
KABUPATEN BULELENG 

1361000046 

SKPDKB 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

KURA.NG BA YAR) 
Me .jl + 
%la 

LIIIJ 

ill. ••• telah dill»kg No. •.. 

5% t1 

UCIIIIIIJEIJLIIIJ 

Kode Pujal 
Na Pu.k ' Dari t.ultra id tebu did., pegbitu julahr yang maihr hau dibayar 
Adah sebagi berilt 
L. Dar pe8 aa 
2Pajak yang ten a 
3. Kredi Pajak: 

Koper au llebib di tabor abelutry.Rp 
b. Stora yag dill p 

{aca" 

I 

4. Jumah kelraga pecbayr pol.ok Rak (230) 
$. Saeli Adaiai»tr: 

L - b. K lo 
6. umlahsaolsi administrni (vb) 

........... rn•••••••·nlaia.•• .. •• .. H•N 

Kepala Bada Pe gelolaan Keuagan 
da Pend«pat Daer 

Kabapates Bulalong 

NIP 

• 
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PEMERINTAHAN KABUPA TEN 
BULELENG 
BADAN PENGEL OLAAN KEUANGAN DAN 
ENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN BULELENG 
JN 'RB6, 2/081361000046 

SKPDKBT 
(URATTTAPAN PAJAK DAERAH 

URANG BA YAR TAMBAHAN) 
• flak t 

fol 

No. Urut 

CIIIII) 

b. Contoh Surat Ketetapan Pajak Dae rah Kurang Bayar Tambahan 

Nara 
Almat 
NPWPD 
T A\atuh 

IL 

LCIIIIIIJEICIIIJ 

4. Julhlelcurag pecbaycu polo.kc lk (2-3d) 
$. Saki Administni: 

L - .. b Keal Rp 
c. lurah lido.. muei (rib) 

6. Jurrlh yang tdh bu dlbaa (4-Se) 

• 

zEEHTR 
I. Harp payotore dill mela.bi le  

Peadapeta Daenhb Buleleag degas 
2 Telarbat menytor di tag.alba 

yang bell 

NIP. 

TANDA TERIMA 

_________ y...._ ······-·- 
y� _.':: . 
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c. Contoh Surat Ketetapan Pajak Dau rah Nihil 

PEMERINTAHAN KABUP A TEN BULELENG SKPDN No, Unut 
BADAN PENOEL OLAAN KUANGAN DAN GRATTTAPAN ADAK DARA N I I I I I I I 
PENDAPATAN DAERA Mt t 

KABUPATEN BULELENO 
f%h t 

JL.Ng 'Rii66 2/081361000046 $ 

Nara : 
Alarat : 
NPWPD : DI I I I I I I IL1I I I I I 

I Berdasarks Pasal... Undang dang No ... Tabun... telah dilalulan pemerilsa.an at 

;zag" i 
·:a ; 

j I 
Nara Pajak 

IL Dari poreriksaa at.au keteraaga lain tort t diatas, penghitungan jumlah yang masih harus 
dibayar adalah sebagai ber~lat: 
L Dasar pengenan Rp 
2 Pajak yang terutang Rp. 
3. Kredit Pajak 

L Korpensasi kelcbiban dari tub ebelumnya Rp. 
b. Setoran yang dilakul Rp 
c. Lain lain RP 
d. STP(pokok) 
d. Jurlah yang dapat dikr 111 (abc+4) Rp 

4. Jurlah yang masih haru dibayar (2-3e) Rp.Nil 

.................. , Tahu&. ••••...•••...•••..... 
. Kepala Bad.an Pengelolaa Keuangan 

dan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Buleleng 

NIP 

_ gnng disini 

TANDA TERIMA 
No. S1l'D ··•···•·• .........•. 

NPWPD 
Na 

.. .................... 
......... . .................. ...... ........ . ... . . ... ... ...... ...... ···-··· .. -' 

Ala mat . . ··················-················ ............................................... 
........................ , TUIIII ...............•....... 

Yagmenerim.a 

.... ......... ....... .. . ... ... ..... ... . ...... 

_Salo Sr Dungan Aslinyad r#fr •· pl Sa.an tlul um ' 
du ' t gs suADwAv 

woe wwnge.S.M 
r; 16 20080.3191 
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Contoh Surat Tagthan Pajak Dau mah 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI BULELENG 
NOMOR 41 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL 

JLELENO, 

·J 
US SURADNYANA f 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

STPD No. Urat 
PEMERINTAHAN KABUP ATEN 
BULELENG 

(UAT TAGUAN PAJAK DAERAD) I ' ' I ' I ' BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN -- ' 
PENDAPATAN DAERAH Th ' KABUA TEN BULELENG 
n pt¥ 2/ 061361000046 
Nara : 
Ala.at : IL1I ' ' ' I NPWPD ' DI I I I I ' t 
T ' I erds Pl a tin at. 

pea.op a aoous pee. ior : [IITT ] 
NA Pulk ; 

did, pea.ghituna.n junlahr ya.ng moaesih baru D. Dai peoelii d/ ta 
dlbayr dlh ebad bent: , . Pajak yang lureg ibay Rp 
2 Sanli ' inisnsl 

% L Bug 
41a 3 Jumlh mah hair 

Deeg butuf ' 
re@pa 

I. Harp peyetona dill.lulu melali bendaha.a Peerima.(he.lola Kogan dan 
Peadapata Dernh lb. Bulel derg gal Suat Seton Ptjak Danh ($$PD) 

2 Tela.bat ytcot di tag bat telhir die.ale dead esci derg Pestur 
yang berhlu 

. .................... _tlll-. ........... _ 
Kpal Bade P gelolA Keuag 

dan Pendag ta Daerh 
Kabupaten Buleleng 

NIP. 
disini 

Na$TD oooooo 

TANDA TERMA 
NPWPD ·······-·-···--·------------··------···-··-----·------- Ne . --·------------------·- -·······--· ---------------·-··· Alarat . ·--·-- -------------------------- ... - .. ________ ., ·--------·-···-· 

-------···-- .. , --------- 'f ... _______ , ............... 
Ya 

·--·-··········"· .. 
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Contoh Surat Setoran Pajak Deenah 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATT BULELENG 
NOMOR 41 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL 

AHAN KABURATEN ssPD 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN (SURAT SETORAN PAJAK DAE'RAH) 
PENDAPATAN DAERAH T ............................ - 
KABUPATEN BULELENO 
L. a 
Noa : 
Alamat : 
Jed p gut ·0I ' ' I I I ' IL1L ' ' ' I NPWPD 

Meuyetor berdsal) g= �:::no .. , .. $ Pecobetula 
SKPDT $KK±bx 

.M . ......... T._: ................... 

led 
Jurmlh 

jl Dd 

D=I===HE 
Desan lurut l ' 

Rug untuk tera.an baa.da ii, ..................... T.i.n. ........... 
Ks Register! p aa T a P byaw 
Tada Tag Tal Peery tor 

Petugs P ira Tad tag 
Na erg ( ........................... ) 

) Beri tanda pad kotak [_ sesui 
MODEL. DPD -12 

k etapan yang dimiliki 

4 

Ao w"gs$M 
: w16Fa 

« 

LENG, 

US SUR.ADNYA,N'A i 
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ULELENO, 

US SURADNYANA � 

sebagiao. tel.pr 

Mt.UTUS6KAN; 

:Macchi pcbay.di du let.et.pa ya.g telah dibecull 

4en prob 
.a0000..ooooooooooooooooooooo 

TM&ill .. 

······ ,....... . ···•·•·•··•· .. ·········� 

OD 

\MMM �n.S.H 
N. :1$10144 200803 1 001 

BUATI BULELENG 
PROVINSI BALI 

KEPUTUSAN 
BUPATI BULL.ENG 

NOhiOR : •••.•.•••.••..•••••••••......••••••. --- .•• 
TENTANG 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN 
PENOHAPUSAN AT'AU PENOURANOAN SANKS! ADMINISTASl : ... »,...., :1'o -- - •-•-•-•••-•mo,mm••H••••••••••o••hoOO,,,hU .. Oh"U 

Taa,apl .. 
Alu IWIII , , , •••••••••• 
.-.s.-. : ········· ······· ········· . 
wwrosrw6» LJLILIII LJLLJ LITT7 

MODEL: DPD -21 

KESA'TU 

Menlabang 
Mengingat 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATT BULELENG 
NOMOR 41 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL 

Contoh Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 

• 


